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ABSTRAKS]

PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM PAJAK DENGAN
SITA DATAM HUKUM PERDATA

OLER
Siti Usmayati

N1M : 97 840 0003
JURUSAN RUKUM PERDATA

Peijanpian hutang piutang tessebut hanuslah dijalankan sesua: isinya yang
diperianiikan semula, dan apabila salah saw pihak ndak mefakukan kewajibannya
maka datam hal i dapat dikatakan salah satu pihak yang tidak betprestasi tersebut
telah cedera janji, schmgga oleh pihak yang lamnya dapat dilakukan aksi hukum
yang bersifat keperdatan baik itu untuk menuntut pithak lamnya tersebui untuk
melakukan prestasi maupun untuk membatatkan perjanjian yang telah mereka
sepakati. Terhadap sy pihak yang telah cedeia janj tersebut dapat dilakukan sita
sebagaimana telah diperintahkan oleh pengadilan.

Pelaksanaan sita yang diuraikan di atas akan dilakukan perbandingannya
dengan pelaksanaan sita yang dikenal dalam hukum pajak, schingga dari kedua sisi
mi akan dapat dihihat apakah perbedaan antaia keduanya baik sita yang dikenal
dalam Hukum Pajak maupun sita yang dikenal dalam Hukum Perdata teatama
alasan atau terbitnya sita tersebut dan juga dasar hukum melakukannya

Dalam penclitian i1 diagjukan rumusan masalab *“* Apakabh yang menjadi
pedadaan sita dalam bukum pasak dengan sita yang dikenal dalam Hukum Perdata

Setelah dilakukan penelian maka didapatkan hasii sebaga) berikut
1. Bahwa perbedaan yang menyolok tentang sita di dalam Hukum Pajak maupun
sita di dalam Hukum Perdata Secara mendasar sita di dalam Hukum Pajak diatur
di dalam UU No. 19 Tahun 1997 sedangkan sita daiam Ilukum Perdata diatur di
dalam HTR Perbedaan yang nysta dan kedua pandangan hukum tersebut adalah
sita pada Hukum Pajak dikarenakan adanya kelalaian penanggung pajak yang
memitiki hutang seeara sepithak kepada negara, sedangkan dalam #ukum Perdata
A sita tersebwn terbit dan adanya perikaian hutang prutang antara individu dengan
individu atau badan dengan badan. Tewepi meskipun demikian dapat dstarik suatu
persamzan babwa sita datam Hukum Pajak maupun Hukum Perdata teibit dan
lahiemya hutang.
2. Pelaksanaan sita atas hasta benda, jika si1 wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajibannya pajaknya maka terhadap si wajib pajak tessebut akan dikenakan
ususan pelaksanaan penagihan, yaitu berupa surat ieguran, surat paksa, surat
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penatah metakukan penyttaan, dan lelang. Dengan demikian udak ditemukan ste
sebagaimana dikenal dafam Hukum Acara Perdase di bidang perpajakan karena
hutang di bsdang perpasakan telah diatur secara jetas pembayamnnya, dan tidak
dibutubkan putusan hakim scbagaimana tnasanya kasus-kasus di  bidang

keperdasaan.
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PENDPAHULUAN

Pelaksanaan hubungan bukum antara dua orang atau lebih membawa alabat
bahwa hubungan hukum tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menjalankannya
Misalnya dalam hal ini dua mhbak telah sepakal untuk membuat perjanjian hutang
piutang dimana satu pihak berkedudukan sebagai debitiur dan pihak lainnya
berkedudukan sebagai kreditur.

Dalam tngkatan selanjumya maka perjanjian hutang piutang tersebut haruslah
dijalankan sesuai isinya yang diperjanjikan semula, dan apabila salah satu pihak tidak
melakukan kewajibannya maka dalam hal im dapat dikasakan salah satu pihak yang
tidak berprestasi tersebut telah cedera janyi, sehingga oleh pihak yang lainnya dapat
dilakukan aksi hukum yang bersifat keperdatan baik itu untuk menuntut pihak lainnya
tersebut unnk melakukan prestasi maupun untuk membatalkan perjanjian yang telah
mereka sepakati. Terhadap si pihak yang telah cedera janji tersebut dapat dilakukan
sita sebagaimana telah dipcrintahkan vleh pengadilan.

M. Yahya Harshap mengatakan bahwa : ** Sita yang datam babasa hukumnya
disebut beslag adalah tindakan pengadilan yang didasarkan atas sesuatu perintah
ketetapan, agar barang-barang milik tergugat tetap tersedia sebaga: jaminan

kepentingan penggugat = :

' M. Yahya Harahap, Hukam Acara Perdato Peradilan fndonesia, CV.
Trading Co, Medan, 1977, hal. 387.
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Dengan demikian siw dapat dilakukan dan suatu akibat telah cidera janjinya
salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati mereka sebelumnya
Pelaksanaan sita yang diuratkan di atas akan dilakukan perbandmgannya
dengan pelaksanaan sila yang dikenal dalam hukum pajak, schingga dari kedua sisi ity
akan dapat dilihat apakah perbedaan antara keduanya baik sia yang dikenal dalam
Hukum Pajak maupun sita yang dikenai dalam Hukum Perdata terutama atasan atau
terbitnva sita tersebut dan juga dasar hukum melakukannya
\. Pengertian dan Penegasan Judul
Skiipsi mu benjudul * PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM
PAJAK DENGAN SIT4 DALAM HUKUM PERDATA *
Sebagaimana kna ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diber judul. karena
I 1a dapat menggambarkan apa yang menjadi inttsain karangan atau karya ilmiah
dimaksud
Untuk mengetahw pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, ¢i bawsh i
penulis akan menguratkan kavannya dengan judul skripsi ini, yaiu
- Perbandingan antaia dapat diben arti sebagat suatu perbedaan dari dua keadaan,

dua benda, dimana dengan adanya dua keadaan tersebul dapat ditemikan hal-hal

yang melatar belakang: perbedaan tersebut.
- Sita disebut juga dbeslah yastu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak

tak bergerak milik seseorang untuk mentarma hak-hak s1 penggugat (dalam
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